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ABSTRAK 

 

PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NASIONAL 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

1. Nama : Krisna Devan Dwi Haryono 

2. NPM 213300416003 

3. Judul Skirpsi : PELAKSANAAN / EKSEKUSI PIDANA TAMBA 

HAN BERUPA PERAMPASAN ASET TERPIDAN 

A KOUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEG 

ERI JAKARTA PUSAT) 

4. Halaman : Halaman Pengantar iii, Halaman Isi 81 

5. Abstrak : Mengembalikan kerugian negara melalui perampasa 

n yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi adalah 

tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi, 

karena merupakan kejahatan luar biasa yang 

berdampak sistematis terhadap kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Namun, dalam kehidupan nyata, 

perampasan aset masih menghadapi berbagai 

tantangan, baik dari segi hukum substantif, hukum 

acara, hingga tantangan teknis dan politis. Tidak ada 

undang-undang khusus yang mengatur perampasan 

aset selain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang, yang masing-masing memiliki 

beberapa ketentuan. Karena RUU Perampasan Aset 

belum disahkan hingga sampai sekarang, upaya 

pengembalian aset menjadi sulit. Menjadi relevan 

untuk penelitian karena kasus ini menimbulkan 

banyak masalah terkait perampasan aset yang 

dihasilkan dari Tindakan kejahatan. Penelitian ini 

akan menjelaskan bagaimana cara agar perampasan 

aset dijalankan, tantangan yang dihadapi aparat 

penegak hukum, dan solusi yang dapat ditawarkan 

untuk meningkatkan dan adil proses pemulihan aset. 

Kata Kunci: Pelaksanaan / Eksekusi Pidana 

Tambahan Berupa Perampasan Aset Terpidana 

Perkara Tindak Pidana Korupsi. 
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6. Daftar Pustaka : 12 Buku, 9 Perundanga-undangan, Jurnal 6 

7. Dosen Pembimbing : Sugiono., S.,H.,M.,H., 
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ABSTRACT 

 

NATIONAL UNIVERSITY UDERGRADUATE PROGRAM LAW STUDI 

PROGRAM 

1. Name : Krisna Devan Dwi Haryono 

2. NPM 213300416003 

3. Title : IMPLEMENTATION / EXECUTION OF ADDITIO 

NAL CRIMINAL PENALTIES FOR SEVERAL 

CONFISCATION OF CONVITCTED CONVICTS’ 

ASSETS IN COUPTION (CASE STUDY AT THE 

CENTRAL JAKARTA DISTRICT PROSECUTOR 

OFFICE) 

4. Number Of Pages  : Introduction page iii, Page contents 81 

5. Abstract : Recovering state financial losses through the mech 

m of asset confiscation caused by criminal acts of 

corruption is the main objective of eradicating 

criminal acts of corruption, because it is an 

extraordinary crime that has a systematic impact on 

the life of the nation and state. However, in real life, 

aset confiscation still faces various challenges, both 

in terms of substantive law, procedural law, as well 

as technical and political challenges. There is no 

specific law that regulates aset confiscation other 

than Law Number 31 of 1999 concerning the 

Eradication of Criminal Acts of Corruption, Law 

Number 20 of 2001 concerning the Eradication of 

Criminal Acts of Money Laundering, and Law 

Number 8 of 2010 concerning the Prevention and 

Eradication of Criminal Acts of Money Laundering, 

each of which has several provisions. Because the 

Aset Forfeiture Bill has not yet been passed, aset 

recovery efforts are hampered. This case is relevant 

for this research because it raises numerous issues 

related to the forfeiture of assets resulting from 

criminal activity. This research will explain how 

asset forfeiture is implemented, the challenges faced 

by law enforcement officials, and possible solutions 

to improve and ensure a fairer asset recovery 

process. Keywords: Implementation/Execution of 
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Additional Criminal Punishment in the Form of 

Confiscation of Assets of Convicted Persons in 

Corruption Crimes. 

6. Biography : 12 Book’s, 9 Legislation, Jurnal’s and websites 6 

7. Supervisor : Sugiono., S.,H.,M.,H., 
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